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T A J U K R E N C A N A )

IKabar Tak Scdap dari DPR

udul berita "Muncul Dugaan
HKunker Fiktif DPPR di harian
ini. 13 NVMei 2016, mengejutlkan.
Aldlkibat dari itu. aada potensi
kerugian negara Rp 945,55 miliar.

Kenapa mengejutkan? Sebab, 560 anggota DPR yang
terpilih melalui Pemiluia 9 April 2014 itu menyandang
sebutan Yang Terhormat. Mereka adalah walkil rakyat yang
Ppunyva tugas membuat undang-undang., MenyusuIl ars—
saran., dan mengavwasi pemerintahan. Bagaimana mungkin
kunjungan kerja filkktif dilalkukan oleh Yang Terhormmat?

IKabar itu terungkap dari surat Sekretaris Fraksi Partai
IDemokirasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto., 10
= MVei. Sekretaris F-PIDITIP itu mengingatlkcain anggota PIDI-P

wuntuk membuat laporan kunjungan kerja dan kunjungan

lerja di luar masa reses tahun 2015, Surat Bambang

merujulk surat Sekjen DPR tentang keraguan terkait pe- |
Iaksanaan kunjunsgan kerja. g =

Walkil Ketua F-PIDIFP Hendrawan Supratikmo mern-
pertegas, “Ada kunjungan perorangan @ yang diragulkan
kejadiannya, apalkah permah dilakukan atau tidak ™ Hemn-—
dravwan menambahlcain. dalam surat Sekjen IDPR dise-
Prutkan., BPK melakukan audit dan menemukan adanya
scejumlah laporan kunjungan kerja angsota yang tidak bisa
dipertangsungjawabkan (Kormzpas., 13 Mei 2016).

Besar anggaran kunjungan kerja-ToOPIR 2015 terus me-—
ningkat. Anggaran kunjungan kerja 2016 sebesar Rp 1.1
trilininn atau 32 persen dari scluruh total angsaran DPR yang
besarnya Rpy 446 triliun, Sementara untuk tabhun 2015
angsaran kunjungan kerja sebesar Rp 1.24 triliun. -

TPugaan itu harus ditindaklanjuti, termasuk memperjelas
AdAuiduls persoalan. apakah kunjungan kexrja fiktif berarti ada
ANSESSATAYL dikeluarikcar, toetapi anggsota IDPR tidak me-—
lakukanriya atau semata-mata kunjungan kerja dilakulkan.,
tetapi tidalk ada laporan: Atau rmmalah ada modus lain yyang
lebilh mermalukan.

PPenyelidikan perlu dilakulkan agar masyvarakat menge-—
tahui dudulk persoalan kunjungan fGktif tersebut. Jilka
memang  ada angsota DPR melakukan kuinjungan fiktif,
merelka harus bertangsgsung javwab dan diumumlkan kepada
publik. VMelakukan kunjungan kerrja fiktif, tanda tangan
daftar hadir. tetapi tidalk hadir hanya untulk amengambil
uang sidang. adalah penginglkaran terhadap rakyat.

Kunjungan kermja IDPR ataupun studi banding selalu

JInmenuai komtroversi. FKon troversi terjadi karena rendahnya
kkepercayaan publik Publik merasalktan kunjungan kerja

= stidalk membava manfaat., Produktivitas ymaoembuaat wvaan-
cdang-undang rendah. Kepercayaan publik terhadap DPR
proerlu ditingkatkan., Anggota T2PR harus akuntabel. Angsota
IR bisa melaporkan  aktivitasnya —kunjunsan kerja,

raa—

Prat. rekarman soal voting untulk sebuah kasus—di media
diggital. Tnteraktivitas dengan konstituen harus bisa terjaga
schingsa IDFP IR tidalk teralienasi dari rakyatnya.
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